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ABSTRACT

Racism in Indonesia persists despite the existence of an international legal framework that regulates the protection of Human Rights. Individual rights are violated, and social injustice is caused by racism, particularly towards minority groups such as the Papuans. The research questions are as follows: 1) How can international law defend human rights against racism? and 2) How effectively does Indonesia implement anti-racism human rights protections? By examining relevant legal norms, rules, and legal doctrines, this study uses normative legal research with a descriptive approach. The findings show that although Indonesia has ratified numerous international legal documents, including Law No. 40 of 2008 on the Elimination of Racial and Ethnic Discrimination and the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD), there are still significant obstacles to their effective implementation. Protection of communities from discriminatory actions is hindered by a lack of public understanding of human rights and ineffective law enforcement. Therefore, to provide effective human rights protection against racism in Indonesia, extensive legal reforms and an increase in law enforcement capacity are necessary.
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ABSTRAK

Rasisme di Indonesia meskipun ada kerangka hukum internasional yang mengatur perlindungan Hak Asasi Manusia. Hak-hak individu dilanggar dan ketidakadilan sosial disebabkan oleh rasisme, terutama bagi kelompok minoritas seperti orang Papua. Rumusan Masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana hukum internasional dapat membela hak asasi manusia dari rasisme? dan 2) Seberapa baik Indonesia menerapkan perlindungan hak asasi manusia anti-rasisme? Dengan mengkaji norma-norma hukum yang relevan dari hukum, aturan, dan doktrin hukum, penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan deskriptif adalah metodologi yang digunakan. Temuan studi ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah meratifikasi banyak dokumen hukum internasional, termasuk Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD), masih ada banyak hambatan untuk implementasinya yang efektif. Melindungi masyarakat dari kegiatan diskriminatif terhambat oleh kurangnya pemahaman publik tentang hak asasi manusia dan kurangnya penegakan hukum yang efektif. Oleh karena itu, untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia yang efektif terhadap rasisme di Indonesia, diperlukan perubahan undang-undang yang ekstensif dan peningkatan kemampuan penegakan hukum.
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BAB I
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 
	Sejarah terkait dengan Rasisme yang internasionalisasi era perbudakan yang berlangsung selama lebih dari dua abad hingga munculnya kebijakan Jim Crow yang memisahkn ras secara legal pada abad ke-20, diskriminasi rasial telah menjadi bagian integral dari struktur sosial dan politik negara ini. Meskipun gerakan hak sipil pada tahun 1960-an berhasil menghasilkan undang-undang seperti Civil Rights Act yang melarang diskriminasi rasial, tantangan terhadap rasisme masih sangat nyata.
	Rasisme fenomena sosial yang kompleks dan berakar dalam berbagai masyarakat di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Rasisme berkaitan dengan konsep ras di dalam masyarakat. Pembentukan rasisme dapat terjadi jika perbedaan fisik dianggap sebagai suatu hal yang penting di dalam masyarakat. Rasisme juga dapat timbul karena adanya perbedaan dari segi psikologi, ideologi dan ekonomi. Kondisi yang dapat menimbulkan rasisme di dalam masyarakat yaitu adanya beberapa kelompok ras dengan kebudayaan yang berbeda serta adanya pelembagaan ketidaksetaraan pada masing-masing ras yang saling berhubungan satu sama lain.[footnoteRef:0] [0: Pradnya Wicaksana, 2022, Universitas Airlangga, “Amnesty Chapter UNAIR Haturkan Pemahaman Dasar Mengenai Rasisme dalam Webinar CIMSA”, https://fh.unair.ac.id/index.php/ Diakses 29 Oktober 2024 pada pukul 23:59 ] 

	Rasisme adalah suatu paham yang merasa ras diri sendiri merupakan ras yang paling tinggi daripada ras lainnya. Rasisme ini biasanya dikaitkan dengan paham diskriminasi suku, agama, ras, adat, golongan atau ciri-ciri fisik pada 
1

seseorang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), rasisme diartikan sebagai rasialisme. Di mana rasialisme adalah prasangka berdasarkan keturunan bangsa perlakuan berat sebelah terhadap (suku) bangsa yang berbeda-beda. Jadi, rasisme merupakan paham diskriminasi suku, agama, ras, adat, (SARA), golongan ataupun ciri-ciri fisik umum untuk tujuan tertentu (biologis). rasisme secara umum dapat diartikan sebagai serangan sikap, kecenderungan, pernyataan, dan tindakan yang mengunggulkan atau memusuhi kelompok masyarakat terutama karena identitas ras.[footnoteRef:1] [1: Indira & Muhammad Danu, 2024, “Perenggutan Hak Hidup Dan Hak Asasi Manusia Serta Diskriminasi Terhadap Orang Asia Dan Ras Kulit Hitam Di Amerika Serikat Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional”, Jurnal Ilmiah Living Law, Vol. 16, No. 01, Diakses 17 Oktober 2024 pukul 20:08 ] 

	Faktanya, Indonesia adalah salah satu negara yang telah meratifikasi konvensi mengenai rasisme melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999, tentang pengesahan United Nations Declaration on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (Deklarasi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial) yang diproklamasikan dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa pada tanggal 20 November 1963, melalui Resolusi 1904 (XVIII). Deklarasi tersebut memuat penolakan terhadap diskriminasi rasial, penghentian segala bentuk diskriminasi rasial yang dilakukan oleh Pemerintah dan sebagian masyarakat, penghentian propaganda supremasi ras atau warna kulit tertentu dan langkah-langkah yang harus diambil oleh negara-negara dalam penghapusan diskriminasi rasial.[footnoteRef:2] [2: Hidayat, E. 2016, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia”, hlm. 80-87] 

Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap diskriminasi rasial adalah hal yang diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional. Seperti Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD), memberikan kerangka hukum yang bertujuan untuk melindungi individu dari diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, atau asal etnis. Hal ini berdampak pada kehidupan sehari-hari individu dan kelompok, menciptakan ketidakadilan sosial yang mendalam. 
Kasus penganiayaan Definus kogoya, anggota kelompok kriminal bersenjata (KKB), oleh prajurit TNI pada awal tahun 2024 menjadi sorotan publik setelah video penganiayaan tersebut viral di media sosial. Pada 3 februari 2024, definus kogoya ditangkap oleh apaart TNI dan Polri saat berusaha membakar puskesmas di Distrik Omukima, Puncak, Papua Tengah. Penangkapan ini merupakan bagian dari upaya keamanan untuk melindungi fasilitas kesehatan yang penting bagi masyarakat setempat.[footnoteRef:3] [3: Humass Polda Papua, TribrataNews, 2024, “Satgas Ops Damai Cartenz-2024 Berhasil Menangkap DPO KKB Nduga Orang Kepercayaan Egianus Kogoya”, https://tribratanews.papua.polri.go.id/home/?amp=1 Diakses tanggal 13 Januari 2025 pada pukul 12:40] 

Setelah ditangkap, Definus Kogoya mengalami penganiayaan oleh sejumlah prajurit TNI. Dalam video yang beredar, terlihat ia dimasukkan ke dalam drum air dan dipukuli serta disayat menggunakan senjata tajam. Penganiayaan ini terjadi di pos pengamanan TNI di Distrik Gome. Video penganiayaan tersebut menyebar luas di media sosial pada 21 Februari 2024, memicu kemarahan publik dan seruan untuk tindakan tegas terhadap pelaku. Panglima Kodam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI Izak Pangemanan, mengakui insiden tersebut dan menyatakan bahwa tindakan kekerasan itu tidak mencerminkan sikap institusi. Ia menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan investigasi dan menindak tegas prajurit yang terlibat. Sebanyak 13 prajurit dari Batalyon Infanteri Raider 300/Brajawijaya ditetapkan sebagai tersangka atas penganiayaan tersebut. Proses hukum terhadap mereka sedang berlangsung.[footnoteRef:4] [4: Human Rights Watch, 2024, “Indonesia: Rasisme dan Diskriminasi terhadap Orang Asli Papua”, https:/www.hrw.org/id/news/2024/09/19/  Diakses 03 Desember 2024 pada pukul 23:31] 

Harapan adanya Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis adalah berkurangnya kasus rasisme di indonesia, tetapi sampai saat ini permasalahan rasisme masih saja terjadi di Indonesia terhadap bangsanya sendiri adalah rasisme terhadap masyarakat Papua. Masyarakat Papua sampai saat ini masih kerap menerima sikap rasisme dari masyarakat Indonesia. Hal ini dialami oleh masyarakat Papua karena perbedaan warna kulit, dan Papua dianggap sebagai daerah yang tertinggal secara pembangunan sehingga masyarakat Papua dianggap lebih rendah kualitas sumber daya manusianya daripada masyarakat daripada masyarakat di pulau lain di Indonesia. Faktanya adalah Papua juga bagian dari Indonesia.[footnoteRef:5] [5: BBC, 2024, “Laporan Human Rights Watch: Diskriminasi dan pelanggaran rasialis terhadap orang Papua 'lebih banyak dan sangat kelihatan' di rezim Jokowi”, https://www.bbc.com/indonesia, Diakses tanggal 13 Januari 2025 pada pukul 15:04] 

Pentingnya perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Rasisme Menurut Hukum Internasional dan Implementasi di Indonesia memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana negara mengatasi tantangan yang ada. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih lanjut tentang bagaimana hukum internasional dapat diterapkan secara efektif untuk melindungi hak-hak orang Papua dan mengatasi diskriminasi rasial yang terus berlangsung. Melalui analisis mendalam tentang kasus-kasus seperti Definus kogoya, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih baik untuk meningkatkan perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia. 

Berdasarkan dari kasus diatas yang dikemukakan, maka penulis berkeinginan menulis karya ilmiah dengan judul “KAJIAN YURIDIS PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP RASISME MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN IMPLEMENTASI DI INDONESIA”
B. Rumusan Masalah 
	Berdasarkan latar belakang telah diuraikan tersebut, maka penulis mengidentifikasi permusan masalah-masalah yang akan di teliti sebagai berikut:
1. Bagaimana Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Rasisme menurut Hukum Internasional?
2. Bagaimana Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Rasisme di Indonesia?
C. Tujuan Penelitian 
	Agar penelitian ini memiliki arah tujuan yang jelas dan dapat memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan, penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Untuk menganalisa Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Rasisme menurut Hukum Internasional.
2. Untuk menganalisa implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Rasisme di Indonesia.
D. Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
	Jenis penelitian ini adalah hukum normatif yang bersifat deskriptif, maksudnya adalah jenis penelitian yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisa suatu permasalahan hukum berdasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku. Jenis metode dalam penelitian ini bersifat deskriptif karena bertujuan untuk menjelaskan suatu fenomena hukum yang ada. Dalam jenis metode penelitian ini, peneliti akan melakukan analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik itu peraturan perundang-undangan, doktrin, hukum, putusan pengadilan, maupun literatur hukum. Tujuannya untuk mengidentifikasi dan menjelaskan aspek-aspek tertentu dari norma-norma tersebut.[footnoteRef:6] [6: Muhammad Syahrum, 2022, “Pengantar Metodelogi Penelitian Hukum Kajian Penelitian Normatif”, Dotplush, Bengkalis, hlm. 2] 

2. Sumber Data 
Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah, data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan tertulis, bahan berupa dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian yang didapat melaui studi kepustakaan (library research)[footnoteRef:7]. Penelitian ini lebih mengandalkan data sekunder, yaitu materi tertulis tentang hukum, kemudian data yang diperoleh dirangkum menjadi bahan hukum, meliputi: [7: Zuchri, 2021, “Metode Penelitian Kualitatif”, CV. syakir Media Press, hlm. 216 ] 

a. Bahan Hukum Premier
Yaitu bahan hukum yang berupa perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia. Bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Memberikan landasan moral dan normatif untuk pelaksanaan Hak Asasi Manusia.
2) Universal Declaration of Human Rights (UDHR) Deklarasi universal yang pertama kali diambil oleh masyarakat internasional pada tahun 1948, menetapkan norma-norma Hak Asasi Manusia yang disepakati dan diterima oleh negara-negara di seluruh dunia.
3) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) Mengatur hak-hak sipil dan politik secara spesifik, mulai berlaku secara internasional sejak Maret 1967.
4) Konvensi Jenewa termasuk Piagam Geneva, Konvensi Jenewa III, IV, dan V, yang mengatur perlindungan korban perang dan non-perang.
5) International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICESCR) Konvensi ini menjamin hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan standar kehidupan yang layak.
6) International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (ICERD) konvensi internasional yang bertujuan untuk menghapus semua bentuk diskriminasi rasial dan mempromosikan kesetaraan di antara semua ras dan etnis. Konvensi ini diadopsi oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 21 Desember 1965 dan mulai berlaku pada tanggal 4 Januari 1969.
Hukum Nasional :
1) Undang-Undang Dasar 1945
2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang memberikan landasan hukum untuk perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di Indonesia.
3) Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan Hak Asasi Manusia yang mengatur mekanisme penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia berat.
4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis 
b. Bahan Hukum Sekunder
		Materi hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan hukum primer berupa buku, jurnal yang berkaitan dengan judul penelitian berikutnya yang akan dikaji dan dipertimbangkan relevansinya dengan permasalahan yang akan diteliti.[footnoteRef:8] [8: Bambang sunggono, 2002, “Metodologi Penelitian Hukum”, PT Raja Gravindo Persada, Jakarta, hlm. 116 ] 

c. Bahan Hukum Tersier 
		Materi hukum tersier adalah materi yang memberikan instruksi atau penjelasan lebih lanjut, seperti kamus bahasa Indonesia yang luas (KBBI).[footnoteRef:9] [9: Soerjono Suekanto, Sri Mamudji, 2022, “Penelitian Hukum Normatif”, Raja Gravindo Persada, Depok, hlm. 12] 

3. Teknik Pengumpulan Data
		Untuk menjawab permasalahan yang ada peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan hukum premier, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang diangkat.[footnoteRef:10] Oleh karena itu perlu bersikap objektif kesimpulan hanya akan dapat dari data yang akan dikumpulkan.[footnoteRef:11]  [10: Moh Nazir, 2005, “Metode Penelitian”, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 35]  [11: Zainuddin Ali, 2009, “Metode Penelitian Hukum”, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 7 ] 

4. Analisis Data
		Dalam penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif melibatkan proses penguraian untuk mengungkap fenomena sosial. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memperoleh pemahaman mendalam tentang permasalahan yang diteliti dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menuju hal yang lebih khusus..[footnoteRef:12] [12: Jonaedi Efendi, 2018, “Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris”, Prenadamedia Group, Depok, hlm. 24-27 ] 
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Hak Asasi Manusia
1. Pengertian Hak Asasi Manusia Internasional
Dalam kepustakaan asing ditemukan berbagi istilah berkenaan dengan HAM, seperti: natural rights, human rights, dan fundamental rights, the rights of man (Inggris), mensenrechten, rechristen (Belanda), droids de I’homme (Perancis), derechos humanos (Spanyol) atau Menschenrechte (Jerman).[footnoteRef:13] Menurut Maurice Cranston menyatakan  [13: Jack Donnelly, 2003, “Universal Human Rights in Theory and Parctice”, , 2 nd ed, Ithaca NY;Cornell University Press, hlm. 7] 

“a human rights by definition is a universal moral right, something which all men, everywhere, at all times ought to have, something of which no one may deprived without a grave affront to justice, something which is owing to every human being simply because he (she) is human rights claim asserted recognized ‘as of rights’, not claims upon love, or grace, or brotherhood or charity: does not to earn or deserve them. They are not merely aspirations or moral assertions but, increasingly, legal claims under some applicable law”[footnoteRef:14] [14: Louis Henkin, 1988, “The Rights of Man Today”, Colorado; Westview Press, hlm. 1-2] 


Hak-hak manusia merupakan tuntutan yang diakui sebagai hak, bukan sekadar permintaan atas kasih sayang, belas kasih, persaudaraan, atau cinta: seseorang tidak berhak untuk mendapatkannya atau menerimanya begitu saja. Tuntutan tersebut bukan hanya berupa harapan atau pernyataan moral, tetapi merupakan klaim hukum yang dapat ditegakkan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku.[footnoteRef:15] [15: Ibid] 

Dari beberapa definisi HAM diatas, dapat dikatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seseorang manusia. Hak Asasi Manusia berlaku setiap saat, di mana pun, dan untuk siapa pun, sehingga bersifat universal. Pada dasarnya, Hak Asasi Manusia tidak dapat dicabut, tidak dapat dipisahkan, saling terkait, atau saling bergantung satu sama lain. Hak ini biasanya ditujukan kepada negara, artinya negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia..[footnoteRef:16] [16: Bambang Cipto, 2017, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, “Ajaran HAM versi Amerika Serikat merupakan bagian dari sekularisme”, https://www.umy.ac.id/ajaran-ham-versi-amerika-serikat-merupakan-bagian-dari-sekularisme# Diakses 25 Oktober 2024 pada pukul 18:22] 

Penggunaan konsep hak warga negara secara implisit menunjukkan penolakan terhadap paham natural rights, yang menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki seseorang secara otomatis karena ia dilahirkan sebagai manusia.[footnoteRef:17] Sebagai konsekuensi dari konsep tersebut, negara berperan sebagai regulator of rights, bukan sebagai guardian of human rights seperti yang diatur dalam sistem perlindungan Hak Asasi Manusia Internasional.[footnoteRef:18] [17: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, 1945.]  [18: Dewi Indasari Yuli Asmara Triputra,Wasitoh Meirani, Fransisca Ully Marshinta, Silvama Oktanisa, 2020, “Politik Hukum HAM Di Indonesia,” Disiplin 26, no. 17 hlm,17–29.] 

Hak Asasi Manusia dijelaskan sebagai hak-hak yang melekat pada setiap individu, bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan berlaku tanpa diskriminasi. Konsep HAM mencakup hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya yang diakui secara internasional dan diatur dalam berbagai instrumen hukum. Setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Selain itu, pengakuan dan perlindungan HAM juga menjadi indikator kemajuan suatu negara dalam menjunjung tinggi prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum.
2. Aturan-Aturan Internasional yang Terkait dengan Hak Asasi Manusia
a. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang diadopsi pada tahun 1945, menjadi landasan bagi pengembangan norma-norma HAM internasional. Pasal 1 dan Pasal 55 menekankan tujuan PBB untuk mempromosikan dan menghormati Hak Asasi Manusia dan kebebasan fundamental bagi semua orang tanpa diskriminasi.[footnoteRef:19] [19: Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa] 

b. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang diadopsi pada tahun 1948, merupakan dokumen kunci yang mengatur hak-hak asasi manusia secara universal. Meskipun tidak mengikat secara hukum, DUHAM telah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional dan memberikan panduan bagi negara-negara dalam merumuskan undang-undang dan kebijakan terkait HAM.[footnoteRef:20] [20: Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia] 

c. Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), Mengatur hak-hak sipil dan politik, seperti hak hidup, kebebasan berpendapat, dan perlindungan terhadap penyiksaan.
d. Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), Mengatur hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan standar kehidupan yang layak. Perjanjian ini memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujudkan hak-hak tersebut sehingga berkontribusi pada pengembangan dan perlindungan hak asasi manusia secara keseluruhan. [footnoteRef:21] [21: Baderin, 2017, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, “Hukum Internasional Hak Asasi Manusia & Hukum Islam”, https://www.komnasham.go.id/ Diakses 20 Oktober 2024 pada pukul 22:52 ] 

3. Jenis-Jenis Hak Asasi Manusia Internasional
a. Hak Sipil dan Politik
Dalam konvensi tentang hak sipil dan politik, tidak diberikan definisi yang jelas tentang hak sipil dan politik. Namun, menurut Ifdhal Kasim dalam bukunya berjudul Hak Sipil dan Politik, cetakan pertama tahun 2001, beliau menyimpulkan bahwa hak sipil dan politik berasal dari martabat manusia dan melekat pada setiap individu. Hak-hak ini dijamin dan dihormati oleh negara agar setiap orang dapat bebas menikmati hak dan kebebasannya dalam bidang sipil dan politik, di mana pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara.[footnoteRef:22] [22: Institute For Criminal Justice Reform, 2012, “Mengenal Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik”, https://icjr.or.id/mengenal-kovenan-internasional-hak-sipil-dan-politik/, Diakses 26 Desember 2024 pada pukul 20:38] 

b. Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
c. Hak atas pekerjaan dan upah layak, hak untuk bekerja dalam kondisi yang layak dan menerima upah yang adil.
d. Hak atas pendidikan, hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dan merata.
e. Hak atas kesehatan, hak untuk mendapatkan akses ke pelayanan kesehatan yang berkualiatas.
f. Hak Asasi Manusia Kolektif
Hak Asasi Manusia Kolektif adalah hak yang dimiliki oleh suatu kelompok secara keseluruhan, bukan hak yang dimiliki oleh masing-masing anggotanya. Hak ini bertujuan untuk memperluas dan memaksimalkan HAM bagi semua individu, serta mencegah dan mengatasi diskriminasi. Hak kolektif juga didasarkan pada budaya, tradisi, dan praktik kolektif masyarakat adat dan komunitas lokal.[footnoteRef:23] [23: Friends of the Earth International, 2023, “Defend collective rights to protect forests and biodiversity”, https://www.foei.org/what-are-collective-rights/, Diakses 28 Desember 2024 pada pukul 19:38] 

g. Hak Asasi Manusia Terkait Lingkungan Hidup
Hak Asasi Manusia terkait lingkungan hidup adalah hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hak ini dipertegas dalam pasal 9 ayat (3) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 28H Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945.
f. Hak Orang-Orang yang Terpinggirkan.
Hak orang-orang yang terpinggirkan, salah satunya adalah hak pengungsi dan orang yang mengungsi, yaitu hak untuk membantu dan melindungi orang yang melarikan diri dari penindasan atau konflik.[footnoteRef:24] [24: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2023, “Macam-macam Hak Asasi Manusia dan pentingnya pemahaman mereka”, https://fahum.umsu.ac.id/macam-macam-hak-asasi-manusia-ham-dan-pentingnya-pemahaman-mereka/, Diakses 28 Desember 2024 pada pukul 19:56 ] 

B. Tinjauan Tentang Rasisme
1. Pengertian Rasisme 
	Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), rasisme diartikan sebagai rasialisme.[footnoteRef:25] Rasialisme adalah prasangka yang didasarkan pada keturunan bangsa, berupa perlakuan tidak adil terhadap suku atau bangsa yang berbeda. Dengan demikian, rasisme adalah paham yang mendiskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, adat (SARA), atau golongan. Rasisme juga dapat merujuk pada diskriminasi berdasarkan ciri fisik umum untuk tujuan tertentu (biologis). Secara umum, rasisme diartikan sebagai sikap, kecenderungan, pernyataan, atau tindakan yang bertujuan untuk mengunggulkan atau memusuhi suatu kelompok masyarakat, terutama karena identitas ras mereka.[footnoteRef:26] [25: KBBI, 2016,  ]  [26: Arman koedoeboena, Muhammad Hafiz Ingsaputro, 2023, “Analisis Hukum Terkait Konflik Rasisme Dengan Kehilangan Nyawa Manusia Di Papua”, Jurnal Hukum Ius Publicum, Diakses 03 Januari 2025 pada pukul 16:37] 

	Rasisme muncul dari teori awal tentang superioritas ras yang digunakan sebagai pembenaran dominasi satu ras atas ras lain. Teori ini berakar dari konsep survival of the fittest (kelangsungan yang terkuat)[footnoteRef:27] yang digagas Charles Darwin. Menurut teori tersebut, seseorang yang menganut paham rasisme percaya bahwa mereka memiliki keuntungan lebih besar dalam upaya bertahan hidup dengan memanfaatkan inferioritas ras lain yang dianggap lebih rendah dari mereka. Samuel Morton[footnoteRef:28], Ilmuwan yang dikenal sebagai bapak rasisme ilmiah adalah Samuel George Morton, yang mulai meneliti ratusan tengkorak sejak tahun 1834. Morton kemudian mengklasifikasikan manusia ke dalam lima ras dan menyimpulkan bahwa orang kulit putih merupakan kelompok ras yang paling cerdas. Dengan mengukur lingkar tengkorak, Morton berpendapat bahwa orang kulit putih atau Kaukasia memiliki otak terbesar dibandingkan dengan ras lainnya.[footnoteRef:29] Teori ini menimbulkan prasangka bahwa ada ras yang dianggap lebih unggul dibandingkan ras lainnya. [27: Darwin, Charles, 1859, ”On the Origin of Species by Means of Natural Selection”, London: John Murray]  [28: Morton, Samuel, 1839, “Crania Americana: Or, a Comparative View of the Skulls of Various Aboriginal Nations of North and South America”, Philadelphia: J.B. Lippincott & Co]  [29: Ibid,] 

	Prasangka buruk kemudian muncul sebagai upaya untuk meningkatkan citra diri seseorang atau kelompok. Individu atau kelompok yang merendahkan kelompok lain cenderung mengembangkan prasangka lain, yaitu keyakinan bahwa mereka berhak memimpin atau mendominasi kelompok lain karena merasa lebih superior. Namun, kenyataannya, anggapan superioritas ras justru menyebabkan diskriminasi dan pelanggaran hak orang lain. Kurangnya empati atau pemahaman terhadap situasi orang lain juga dapat memperkuat sikap rasisme, sehingga penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan hal ini.
2. Peraturan Perundang-Undangan Tentang Rasisme.
a. Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis mengatur tindakan diskriminatif yang didasarkan pada ras dan etnis. Pasal 15 dari UU ini menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pembedaan atau pembatasan berdasarkan ras dapat dikenai hukuman penjara maksimal satu tahun dan/atau denda hingga Rp100 juta.[footnoteRef:30] [30: Bernadetha,(2024),Hukum Online, “Hukumnya Berkomentar Rasisme di Media Sosial” https://www.hukumonline.com/ Diakses 30 Oktober 2024 pada pukul 21:30] 

b. UU No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur penyebaran informasi yang menghasut kebencian berdasarkan ras. Pelanggaran terhadap pasal ini dapat dikenai hukuman penjara hingga enam tahun dan/atau denda hingga Rp1 miliar.
c. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2010 tentang tata cara pengawasan terhadap upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis, yang berlandaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2008 dan peraturan pemerintah ini, memberikan kewenangan kepada Komnas HAM untuk melakukan pengawasan terhadap upaya penghapusan diskriminasi ras dan etnis.[footnoteRef:31] [31: Hendrian Bagus Berlianto, 2023, “Upaya Hukum Penghapusan Diskriminasi dan Rasisme Terhadap Masyarakat Asli Papua”, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Diakses 03 Januari pada pukul 17:07 ] 

3. Jenis-jenis Rasisme.
Lilian Green, pendiri North Star Forward Consulting, sebuah organisasi yang memberikan rekomendasi kebijakan, praktik, dan prosedur untuk melawan diskriminasi sistemik di AS, menyebutkan bahwa rasisme memiliki empat dimensi: internal, interpersonal, institusional, dan sistemik :[footnoteRef:32] [32: Amnesty, 2021, Amnesty Internasional, “Rasisme Dan HAM” https://www.amnesty.id/ Diakses 30 Oktober 2024 pada pukul 21:15] 

a. Rasisme internal merujuk pada pikiran, perasaan, dan tindakan kita sendiri, baik yang sadar maupun tidak sadar, sebagai individu. Contohnya termasuk mempercayai stereotip ras yang negatif, atau bahkan menyangkal adanya rasisme.
b. Rasisme interpersonal adalah tindakan rasis yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain, yang dapat memengaruhi interaksi sosial mereka. Contohnya termasuk perilaku negatif seperti pelecehan, diskriminasi, dan penggunaan kata-kata rasis.
c. Rasisme institusional terdapat dalam institusi dan sistem politik, ekonomi, atau hukum yang secara langsung atau tidak langsung mempertahankan diskriminasi berdasarkan ras. Hal ini menyebabkan ketidaksetaraan dalam berbagai bidang seperti kekayaan, pendapatan, pendidikan, perawatan kesehatan, hak sipil, dan lainnya. Contoh dari rasisme institusional antara lain praktik perekrutan yang diskriminatif, membungkam suara orang dengan ras tertentu dalam rapat, atau budaya kerja yang mengutamakan perspektif kelompok ras dominan.
d. Rasisme sistemik melibatkan institusi atau entitas berwenang yang menegakkan kebijakan rasis, baik di bidang pendidikan, perawatan kesehatan, perumahan, pemerintahan, dan lainnya. Ini merupakan dampak berkelanjutan dari ratusan tahun praktik rasis dan diskriminatif yang masih ada hingga saat ini.[footnoteRef:33] [33: Ibid,] 

	Beberapa jenis rasisme yang umum dikenal:[footnoteRef:34] [34: Anugerah Ayu Sendari, 2021, Liputan6, “Apa itu Rasis? Kenali Pengertian, dan Bentuk-Bentuknya” https://www.liputan6.com/ Diakses 30 Oktober pada pukul 22:12 ] 

a. Rasisme individual, terjadi ketika seorang individu secara langsung menunjukkan sikap atau tindakan diskriminatif terhadap orang lain berdasarkan ras. Contoh termasuk penghinaan rasial, pelecehan, atau penolakan untuk berinteraksi dengan seseorang karena warna kulit atau asal etnisnya.[footnoteRef:35] [35: Ibid,] 

b. Rasis sistemik, berkaitan dengan kebijakan dan praktik yang secara luas mempengaruhi kelompok tertentu berdasarkan ras. Ini dapat terlihat dalam diskriminasi di tempat kerja, pendidikan, dan perumahan, di mana individu dari ras tertentu mengalami kesulitan yang tidak dialami oleh kelompok lain.[footnoteRef:36] [36: Umam, Gramedia Blog, 2022, “Rasisme : Pengertian, Penyebab, Akibat, Dan Cara Menanggulanginya”, https://www.gramedia.com/literasi/rasisme/#google_vignette, Diakses tanggal 13 Januari 2025 pada pukul 15:47] 

c. Rasisme institusional, merujuk pada kebijakan dan praktik dalam institusi publik atau swasta yang secara langsung atau tidak langsung mendiskriminasi kan individu berdasarkan ras. Contohnya termasuk diskriminasi dalam perekrutan pegawai atau akses terhadap layanan publik.
d. Rasisme internal, merujuk kepada pikiran, perasaan, dan tindakan dari dalam diri kita sendiri, secara sadar maupun tidak sadar, sebagai individu. Contohnya seperti mempercayai bahwa adanya stereotip ras yang negative atau bahkan menyangkal bahwa rasisme tidak ada.
e. Prasangka Rasial, adalah sikap antipati yang didasarkan pada generalisasi yang salah tentang kelompok tertentu. Ini dapat muncul dalam bentuk stereotip negatif dan sering kali menjadi dasar bagi tindakan diskriminatif.
f. Diskriminasi rasial, adalah perlakuan tidak adil terhadap seseorang berdasarkan ras mereka, baik secara sadar maupun tidak sadar. Ini bisa terjadi dalam banyak konteks, termasuk di tempat kerja, sekolah, dan dalam interaksi sosial sehari-hari.
g. Kekerasan rasial, mencakup tindakan intimidasi atau agresi yang diarahkan kepada individu atau kelompok dari ras tertentu. Ini bisa berupa kekerasan fisik maupun psikologis dan sering kali berakar dari prasangka dan stereotip.
h. Stereotip Berdasarkan Ras, adalah keyakinan umum yang menggeneralisasikan sifat-sifat tertentu kepada individu berdasarkan ras mereka, sering kali tanpa dasar yang kuat. Stereotip ini dapat memperkuat prasangka dan menyebabkan diskriminasi.[footnoteRef:37] [37: Vania Febrianti; Adzra Anniqa; Khalishah Putri Herlianti, 2024, “Implementasi Nilai Pancasila Dalam Menghadapi Persoalan Rasisme”, Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral, 1:2, 1-25 ISSN 1111-1111, Diakses 30 Oktober 2024 pada pukul 22:21] 
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BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Rasisme Menurut Hukum Internasional
	Rasisme merupakan salah satu bentuk diskriminasi yang paling mendalam dan merusak dalam hubungan antara manusia dan masyarakat. Dalam konteks hukum internasional, perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) dari rasisme menjadi suatu hal yang sangat penting untuk menjaga martabat manusia dan menciptakan perdamaian serta keadilan di dunia. Rasisme menciptakan ketidakadilan, diskriminasi, dan pelecehan terhadap individu atau kelompok yang dianggap lebih rendah. Hukum Internasional memberikan perhatian khusus terhadap masalah rasisme, dan ada beberapa instrumen yang mengatur perlindungan terhadap individu dari diskriminasi rasial.[footnoteRef:38] [38: Arvi Chen Kalalo, Lusy K.F.R. Gerungan, Thor Bangsaradja Sinaga, 2024, “Perlindungan Hukum Terhadap Diskriminasi Warna Kulit (Colorism) Berdasarkan Perspektif Hak Asasi Manusia”, Lex Administratum, Diakses 03 Januari 2025 pada pukul 19:40] 

1. Peraturan-peraturan hukum internasional tentang rasisme yang diadopsi oleh Indonesia.
a. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pasal 19 menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk bebas berpendapat dan mengekspresikan pendapatnya tanpa gangguan, serta menikmati semua hak dan kebebasan yang tercantum di dalamnya, tanpa adanya perbedaan apapun, termasuk ras. DUHAM adalah dokumen fundamental yang menjadi dasar perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia. Beberapa pasal penting terkait rasisme, antara lain Pasal 1, yang menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak-haknya. Pasal 2 dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menegaskan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dinyatakan dalam deklarasi ini tanpa diskriminasi apapun, termasuk diskriminasi berdasarkan ras. Pasal 2 ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya pada Pasal 3 ayat (3), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan manusia tanpa diskriminasi.
b. Indonesia turut serta dalam perjanjian hak asasi manusia internasional yang penting, termasuk Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), yang relevan dengan kasus penyiksaan terhadap Orang Asli Papua (OAP). Pasal 7 Konvensi ICCPR dan Komentar Umum No. 20 terhadap Pasal 7 menegaskan bahwa tidak seorang pun dapat dikenakan praktik penyiksaan atau perlakuan dan penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia dalam keadaan apapun. ICCPR 1966 adalah instrumen yang memberikan hak-hak sipil dan politik bagi individu, termasuk hak atas kebebasan, kesetaraan di hadapan hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak mereka dari tindakan diskriminasi atau penganiayaan. Orang Papua menjadi korban penganiayaan yang melibatkan perlakuan kejam, dan oleh karena itu, tindakan negara harus sesuai dengan ketentuan dalam ICCPR untuk melindungi hak hidup dan martabat mereka. Indonesia telah meratifikasi ICCPR melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005, yang menjadikan Indonesia memiliki kewajiban hukum untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangannya sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam ICCPR, termasuk prinsip non-diskriminasi. Beberapa bentuk perlindungan hak asasi manusia terhadap rasisme yang diberikan oleh Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) adalah sebagai berikut:
1) Larangan Diskriminasi (Pasal 2) ICCPR mengharuskan negara-negara pihak untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam konvensi ini tanpa diskriminasi. Ini mencakup larangan terhadap diskriminasi berdasarkan ras, yang memberikan dasar hukum untuk melawan praktik-praktik diskriminatif.
2) Kesetaraan di Hadapan Hukum (Pasal 26) Setiap individu berhak untuk diperlakukan sama di hadapan hukum. Pasal ini menegaskan bahwa semua orang, tanpa memandang ras, memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum, sehingga mencegah perlakuan yang tidak adil berdasarkan ras.
3) Larangan Propaganda Kebencian (Pasal 20) ICCPR melarang setiap bentuk propaganda yang mendorong kebencian rasial. Negara-negara pihak diwajibkan untuk mengadopsi undang-undang yang melarang dan menghukum tindakan yang mempromosikan kebencian rasial, memberikan perlindungan terhadap individu dan kelompok dari serangan yang bersifat diskriminatif.
4) Perlindungan Minoritas (Pasal 27) Pasal ini memberikan hak kepada individu yang merupakan bagian dari kelompok minoritas untuk menikmati budaya mereka, mempraktikkan agama dan keyakinan mereka, serta menggunakan bahasa mereka sendiri. Perlindungan ini penting untuk menjaga identitas dan martabat kelompok yang terpinggirkan dari diskriminasi rasial.
5) Hak atas Peradilan yang Adil (Pasal 14) ICCPR menjamin hak setiap individu untuk mendapatkan peradilan yang adil dan tidak memihak. Ini termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang setara, yang penting untuk melawan diskriminasi rasial dalam sistem peradilan.
6) Hak untuk Berpartisipasi dalam Pemerintahan (Pasal 25) Pasal ini menjamin hak setiap individu untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, baik secara langsung maupun melalui wakil yang dipilih. Ini penting untuk memastikan bahwa suara kelompok yang terpinggirkan, termasuk mereka yang mengalami diskriminasi rasial, didengar dan diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan.
c. Konvensi Internasional tentang hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR) Indonesia telah meratifikasi melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 konvensi ini menekankan pentingnya menghapus segala bentuk diskriminasi termasuk diskriminasi rasial Negara-negara yang meratifikasi ICESCR diharapkan untuk mengambil langkah-langkah yang efektif dalam mengatasi rasisme dan diskriminasi yang dialami kelompok minoritas.[footnoteRef:39] [39: Fitra Jati Lestari, Irawan Hadi Wiranata, Nur salim, 2022, “Analisis Kasus Rasisme Pada Masyarakat Papua Dalam Sudut Pandang Ham”, Jurnal Kalacakra, Diakses 14 Februari 2025 pada pukul 1:48] 

d. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD). semua perjanjian ini melarang diskriminasi berdasarkan antara lain rasial, etnis, dan agama. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD) yang diratifikasi oleh banyak negara termasuk Indonesia, adalah instrumen penting dalam melawan diskriminasi rasial. Pasal 1 mendefinisikan diskriminasi rasial sebagai setiap perbedaan perlakuan berdasarkan ras, warna kulit, keturunan, atau asal etnis. Pasal 2 mengharuskan negara-negara untuk mengambil langkah-langkah segera dan efektif untuk menghapus diskriminasi rasial dalam semua bentuknya. Pasal 6 menyediakan hak bagi individu untuk mendapatkan pemulihan hukum dan ganti rugi atas pelanggaran hak-hak mereka akibat diskriminasi rasial.
e. Konvensi UNESCO tentang Penolakan Diskriminasi dalam Pendidikan adalah perjanjian internasional yang diloloskan pada tahun 1960. Indonesia juga meratifikasi melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011, konvensi ini bertujuan untuk melarang segala bentuk diskriminasi dalam pendidikan.
f. Deklarasi tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Kepercayaan adalah resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang disahkan pada 25 November 1981. Tujuan Deklarasi ini : 
1) Menghentikan diskriminasi dan intoleransi berdasarkan agama atau keperayaan.
2) Menjamin hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.
3) Menjamin hak memilih dan menjalankan keyakinan.[footnoteRef:40] [40: United Nations Human Rights, “Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief”, https://www.ohchr.org/en, Diakses 15 februari 2025 pada pukul 14:36 ] 

	Dalam konteks Hukum Internasional, perlindungan terhadap hak asasi manusia dari rasisme menjadi sangat penting untuk menjaga martabat manusia dan menciptakan keadilan serta perdamaian di dunia. Berbagai instrumen hukum internasional, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (ICERD), memberikan kerangka hukum yang jelas untuk melindungi individu dari diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, atau asal etnis.
DUHAM, yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1948, menegaskan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak. Pasal-pasal dalam deklarasi ini secara eksplisit menyatakan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dinyatakan tanpa diskriminasi, termasuk diskriminasi berdasarkan ras. Hal ini menunjukkan komitmen global untuk melindungi hak asasi manusia dan menentang segala bentuk diskriminasi. Sementara itu, ICERD, yang diratifikasi oleh banyak negara, termasuk Indonesia, memberikan definisi yang jelas tentang diskriminasi rasial dan mewajibkan negara-negara untuk mengambil langkah-langkah efektif dalam menghapuskan diskriminasi tersebut. Pasal-pasal dalam konvensi ini menekankan pentingnya pendidikan, kesadaran, dan tindakan proaktif untuk mencegah dan mengatasi rasisme.
Meskipun Indonesia telah mengadopsi berbagai instrumen hukum internasional, tantangan dalam implementasi dan penegakan hukum masih ada. Banyak kasus diskriminasi rasial yang tidak ditangani secara memadai, dan sering kali pelanggaran hak asasi manusia tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari aparat penegak hukum. Misalnya, kasus-kasus kekerasan dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas, seperti masyarakat Papua, sering kali tidak diusut secara serius, menciptakan rasa ketidakadilan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia dan mekanisme perlindungannya juga menjadi hambatan dalam upaya mengatasi rasisme.
Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan komitmen pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia. Pendidikan tentang hak asasi manusia, termasuk pemahaman tentang rasisme dan dampaknya, harus menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan di semua tingkat. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat mekanisme pengawasan dan akuntabilitas untuk memastikan bahwa peraturan-peraturan hukum internasional diimplementasikan secara efektif di tingkat nasional. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan perlindungan terhadap individu dari rasisme dapat terwujud secara efektif dan berkelanjutan, menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif bagi semua.
Hal ini sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif bagi semua lapisan masyarakat, tanpa memandang latar belakang etnis, budaya, atau warna kulit. Upaya ini tidak hanya membutuhkan komitmen dari individu, tetapi juga dukungan yang kuat dari berbagai institusi, mulai dari pendidikan, pemerintahan, hingga sektor swasta. Melalui pendidikan yang tepat, kesadaran akan bahaya rasisme dapat ditanamkan sejak dini, sehingga generasi mendatang dapat tumbuh dalam lingkungan yang menghargai perbedaan dan mempromosikan persatuan. Selain itu, penting untuk mengimplementasikan kebijakan yang mendukung kesetaraan dan melindungi hak asasi manusia, serta memberikan ruang bagi dialog yang konstruktif antara berbagai kelompok. Dengan cara ini, kita bisa berharap untuk membangun sebuah komunitas yang tidak hanya bebas dari diskriminasi, tetapi juga kaya akan keberagaman, di mana setiap individu merasa dihargai dan diterima.
2. Peraturan-peraturan hukum internasional tentang rasisme yang tidak diadopsi oleh Indonesia
a. Indonesia telah meratifikasi konvensi internasional tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial (ICERD) melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999. Namun terdapat beberapa peraturan hukum internasional mengenai rasisme yang tidak diadopsi sepenuhnya oleh Indonesia, terutama terkait dengan reservasi yang dibuat terhadap Pasal 22 ICERD. Indonesia menyatakan tidak terikat pada ketentuan Pasal 22 yang mengatur penyelesaian sengketa mengenai penafsiran dan pelaksanaan konvensi melalui Mahkamah Internasional. Sikap ini diambil karena indonesia tidak mengakui yurisdiksi Mahkamah Internasional yang bersifat mengikat secara otomatis.[footnoteRef:41] Hal ini menunjukan bahwa indonesia lebih memilih untuk menyelesaikan sengketa berdasarkan kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa, bukan melalui mekanisme internasional yang ditetapkan oleh konvensi tersebut. ICERD juga menyediakan mekanisme pengaduan bagi individu atau kelompok yang merasa dirugikan akibat pelanggaran hak-hak mereka terkait diskriminasi rasial. Namun, dengan reservasi ini indonesia tidak sepenuhnya mengadopsi mekanisme tersebut yang dapat membatasi akses individu untuk mencari keadilan di tingkat internasional. [41: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2020, “Standar Norma dan Pengaturan Nomor 1 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis” Jakarta Pusat, hlm. 7] 

b. Deklarasi dan Program Aksi Durban dihasilkan dari Konferensi Dunia Menentang Rasisme (WCAR) 2001. Konferensi ini diadakan di Durban, Afrika Selatan, dari 31 Agustus hingga 8 September 2001 meskipun deklarasi ini bukan perjanjian yang mengikat secara hukum isinya mencakup komitmen global untuk memerangi rasisme, diskriminasi rasial, xenofobia, dan intoleransi terkait lainnya, Indonesia belum sepenuhnya menerapkan rekomendasi deklarasi ini dalam kebijakan nasional. Hasil Konferensi :
1) Deklarasi dan Program Aksi Durban merupakan dokumen komprehensif yang dihasilkan dari konsensus dalam konferensi tersebut.
2) Deklarasi dan Program Aksi Durban menegaskan bahwa rasisme, diskriminasi rasial, xenofobia, dan intoleransi terkait harus dihapuskan.
3) Deklarasi dan Program Aksi Durban diilhami oleh tujuan dan prinsip Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa.[footnoteRef:42] [42: United Nations, “Conferences Racism”, https://www-un-org.translate.goog/en?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sge, Diakses 15 Februari 2025 pada pukul 14:25] 

c. Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia (ECHR), konvensi ini berlaku untuk negara-negara anggota Dewan Eropa dan mencakup larangan diskriminasi rasial sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Karena indonesia bukan bagian dari Dewan Eropa, konvensi ini memiliki keterkaitan langsung dengan negara tersebut.
d. Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia (ACHR), Serupa dengan ECHR, ACHR adalah perjanjian regional yang berlaku untuk negara-negara di kawasan Amerika Latin dan Karibia. Indonesia tidak memiliki hubungan hukum atau kewajiban terhadap konvensi ini. ACHR bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia di Amerika dan menghormati hak dan kebebasan tanpa diskriminasi.[footnoteRef:43]	 [43: Inter-American commission on Human Rights] 

	Reservasi yang dibuat Indonesia terhadap Pasal 22 ICERD menunjukkan ketidakberanian untuk mengakui yurisdiksi Mahkamah Internasional, yang dapat menghambat akses individu untuk mencari keadilan di tingkat internasional. Hal ini menciptakan kesan bahwa Indonesia tidak sepenuhnya berkomitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, keterlambatan dalam mengadopsi rekomendasi dari Deklarasi Durban mencerminkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap isu rasisme dan diskriminasi. Meskipun ada kerangka hukum yang ada, implementasinya masih lemah, dan hal ini dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia yang terus berlanjut. Penting untuk dicatat bahwa tanpa adanya tindakan nyata dari pemerintah, kerangka hukum yang ada hanya akan menjadi simbol tanpa makna. Oleh karena itu, diperlukan komitmen politik yang kuat untuk menerapkan hukum internasional dan domestik secara efektif. Tanpa adanya komitmen tersebut, upaya untuk melindungi hak asasi manusia dari rasisme akan tetap terhambat. 
Kesenjangan antara hukum dan praktik di Indonesia sangat mencolok. Meskipun Indonesia memiliki kerangka hukum yang kuat untuk melindungi hak asasi manusia dari rasisme, kenyataannya banyak kasus diskriminasi yang tidak ditangani secara memadai. Hal ini menciptakan kesenjangan antara hukum yang ada dan praktik di lapangan, di mana banyak pelanggaran hak asasi manusia tidak mendapatkan perhatian yang layak dari aparat penegak hukum.
Untuk mengatasi masalah rasisme secara efektif, diperlukan komitmen politik yang kuat dari pemerintah untuk menerapkan hukum internasional dan domestik. Reformasi hukum yang menyeluruh juga sangat penting untuk memastikan bahwa semua instrumen hukum internasional yang relevan diadopsi dan diterapkan secara efektif. Ini termasuk pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum untuk menangani kasus-kasus diskriminasi dengan lebih sensitif. Pemerintah harus menunjukkan ketegasan dalam menanggapi setiap bentuk diskriminasi rasial, baik melalui tindakan preventif maupun penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran. Ini termasuk penyediaan anggaran yang memadai untuk program-program yang bertujuan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan. Selain itu, pemerintah juga perlu berkolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil dan lembaga internasional untuk memperkuat jaringan perlindungan hak asasi manusia.
Dengan demikian, meskipun Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk meratifikasi konvensi internasional terkait rasisme, tantangan dalam implementasi dan kesadaran masyarakat masih perlu diatasi. Upaya edukatif dan kampanye kesadaran publik sangat penting untuk menanamkan nilai-nilai toleransi dan multikulturalisme di kalangan masyarakat. Hanya dengan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif, Indonesia dapat mewujudkan perlindungan yang efektif terhadap hak asasi manusia dan mengatasi rasisme secara menyeluruh. Hukum internasional memberikan kerangka kerja untuk menangani kasus rasisme di Indonesia, namun tantangan besar masih ada dalam hal implementasi dan penegakan hukum. Kasus-kasus seperti penyerangan terhadap mahasiswa Papua menunjukkan bahwa meskipun ada regulasi yang jelas, tindakan konkret untuk mengatasi rasisme oleh aparat masih kurang memadai. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi mengenai undang-undang anti-diskriminasi dan memastikan bahwa semua pelaku tindakan diskriminatif, termasuk aparat, diadili sesuai dengan hukum yang berlaku. Selain itu, upaya pencegahan melalui pendidikan dan kesadaran masyarakat juga sangat penting untuk mencegah terulangnya kasus-kasus rasisme di masa depan.
B. Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Rasisme di Indonesia
1. Analisis kasus rasisme di Indonesia
	Amnesty International Indonesia mendapatkan video yang menunjukkan tindakan penyiksaan terhadap Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten Puncak. 21 maret 2024. Dalam video tersebut, terlihat seorang OAP sedang disiksa. Korban berada dalam kondisi kedua tangan diikat dari belakang, dimasukkan ke dalam drum warna biru berisi air yang memerah karena darah. Kepala korban berulang kali dipukuli dan ditendangi secara kejam oleh para pelaku yang bertubuh tegap, berkaos dan berambut cepak, salah satunya memakai kaos hijau bertuliskan angka 300. Para penyiksa yang memukuli dan menendangi korban secara bergantian, juga mengatakan ujaran kasar dan bernada rasis, “Angkat muka, angkat muka, angkat muka, anjing, bangsat!” Kemudian seorang lagi berkata kepada rekannya yang sedang memukul korban, “Gantian, gantian, sabar dulu.” Ada juga yang berkata, “Jangan main tangan.”[footnoteRef:44] [44: Brigitta Belia Permata Sari, 2024, Detik News, “TNI Jelaskan Motif Oknum Prajurit Aniaya Definus Kogoya Anggota KKB”, Diakses 15 Februari 2025 pada pukul 14:54] 

TNI mengungkap Kronologi terhadap salah satu anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), Ada tiga orang yang ditangkap aparat gabungan TNI-Polri, yaitu Warinus kogoya, Alianus Murib dan Defianus kogoya. “Karena puskesmas ini dibutuhkan oleh masyarakat untuk melayani kesehatan di sana. Jangan dibakar. Sehingga ketika kami mengamankan (Puskesmas) itu, mereka menembak pasukan kita, sehingga terjadi kontak tembak,” ujar Izak saat  konferensi pers di Subden Denma Mabes TNI, Jakarta Pusat, Senin 25 maret 2024. Setelah kontak tembak itu, aparat TNI-Polri mengejar para pelaku. Aparat juga menyita barang bukti seperti senjata api, beberapa butir amunisi, senapan angin, hingga senjata tajam. Ketiga pelaku dibawa ke kepolisian resor (polres) setempat namun di tengah jalan, Warinus Kogoya lompat dari mobil hingga tewas. Keterangan DPO Polres puncak warinus ini beberapa kali melakukan penyerangan di daerah puncak ilag. Defianus kogoya sempat mencoba melarikan diri ketika dibawa ke polres tetapi ada pasukan yang menutup di Gome yang menangkap dia, Defianus juga satu kelompok dengan warianus disinilah perajurit TNI melakukan penganiayaan.[footnoteRef:45] Penyiksaan terhadap Defianus Kogoya oleh prajurit TNI telah mengakibatkan 13 prajurit ditetapkan sebagai tersangka. TNI meminta maaf atas insiden tersebut, dan Kogoya telah diobati serta dipulangkan setelah mengalami penyiksaan.  [45: Ibid] 

Indonesia telah meratifikasi konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia melalui Undang-Undanng Nomor 5 Tahun 1998. Pengesahan Convention Against Tortureand Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Indonesia, Punishment melalui ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, memiliki kewajiban untuk mengambil berbagai langkah legislatif, administratif, yudisial, dan tindakan efektif lainnya untuk mencegah terjadinya penyiksaan di negaranya. Isu kekerasan oleh aparat keamanan masih menjadi laporan utama di Komnas HAM, definisi penyiksaan belum diakui sebagai kategori pidana di Indonesia, dan sering terjadi kebingunguan antara penyiksaan dan kekerasan. Penyiksaan dapat bersifat verbal maupun psikologis, sehingga penting untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang penyiksaan, kekerasan, dan penganiayaan, agar tidak tercampur aduk.
2. Konsepsi Hukum Internasional terhadap Rasisme di Indonesia
	Indonesia telah membangun mekanisme nasional untuk mencegah penyiksaan oleh aparat penegak hukum, yang melibatkan lembaga-lembaga seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman, dan LPSK. Namun, Indonesia belum meratifikasi protokol opsional tersebut. (Optional Protocol Convention Against Torture/OPCAT) Akibatnya, Indonesia tidak memiliki mekanisme pemantauan tempat penahanan yang terkoordinasi dengan lembaga pengawasan HAM yang sesuai dengan Konvensi PBB Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (UNCAT).[footnoteRef:46] Mereka juga menyoroti bahwa kasus penyiksaan yang muncul di media hanya sebagian kecil dari kejadian yang sebenarnya. [46: Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 2020, “22 Tahun Setelah Ratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan Pemerintah Tak Serius Hapus Praktik Penyiksaan di Indonesia”, https://bantuanhukum.or.id/ Diakses tanggal 15 februari 2025 pada pukul 16:54] 

Beberapa instrumen hukum internasional dan regional lain yang melarang penyiksaan:
a. Pasal 3 Konvensi HAM Eropa melarang penyiksaan serta perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat.[footnoteRef:47] Tidak ada seorang pun yang boleh menjadi korban penyiksaan, perlakuan yang tidak manusiawi, atau perlakuan yang merendahkan martabat. Jika sebuah negara terbukti melanggar Konvensi Eropa, pengadilan dapat memberikan ganti rugi yang adil kepada pihak yang dirugikan. Keputusan pengadilan tersebut bersifat mengikat secara hukum. [47: The European Convention on Human Rights and its protocols ] 

b. Pasal 5 (2) Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia melarang penganiayaan serta perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat.[footnoteRef:48] [48: Inter-American commission on Human Rights] 

c. Undang-Undang Anti Penyiksaan Nigeria Tahun 2017 adalah undang-undang yang melarang penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi. Undang-undang ini sejalan dengan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Hak-Hak Masyarakat. Pasal (2)(b) menyebutkan bahwa penyiksaan adalah tindakan yang disengaja yang mengakibatkan rasa sakit atau penderitaan fisik maupun mental. Hukuman untuk serangan terhadap warga sipil adalah penjara selama 25 tahun.
d. Resolusi No. 39/46 disetujui oleh Majelis Umum pada 10 Desember 1984, yang berisi permintaan kepada Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk merumuskan konvensi yang menentang penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi.
3. Penerapan Hukum Nasional terhadap Rasisme di Indonesia
Kasus tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. TNI telah mengakui kesalahan dan menetapkan tersangka, yang menunjukkan upaya untuk menegakkan hukum. Pengakuan TNI mengonfirmasi bahwa pelaku penganiayaan terhadap warga Papua adalah anggota TNI. Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) XVII/Cenderawasih, Letkol Candra Kurniawan, juga mengonfirmasi keaslian video penyiksaan tersebut. Tim investigasi TNI segera menuju lokasi kejadian untuk mengumpulkan data dan bukti hukum, sementara Pomdam III/Siliwangi melakukan pemeriksaan terhadap Prajurit Yonif 300/Bjw.[footnoteRef:49] Sebanyak 13 Prajurit TNI AD ditahan dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan, mereka ditahan di instalasi tahanan militer Maximum Security Pomdam 03 Siliwangi. TNI memastikan akan memberikan sanksi kepada prajurit yang terlibat sesuai dengan tingkat kesalahan mereka.[footnoteRef:50] [49: Muhammad Fajar Nur, 2024, tirto.id, “Merunut Dugaan TNI Aniaya Warga Papua hingga Desakan Investigasi”, https://tirto.id/, Diakses tanggal 17 Februari 2024 pada pukul 00:06]  [50: Tempo, 2024, “TNI Pastikan Jatuhkan Sanksi terhadap 13 Prajurit yang Siksa Warga Papua”, https://www.tempo.co/, Diakses tanggal 17 Februari 2025 pada pukul 00:12] 

Tindakan penyiksaan ini melanggar berbagai ketentuan Hukum Indonesia:
a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 mengesahkan Konvensi Internasional tentang Larangan Penyiksaan serta Perlakuan atau Hukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia.
b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pasal 33 ayat (1) mengatur bahwa setiap individu berhak untuk dilindungi dari penyiksaan atau perlakuan yang menghinakan martabat kemanusiaannya. 
c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia memberikan kewenangan kepada Komnas HAM untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia.
Perkumpulan Pengacara HAM Papua menilai Puspom TNI terkesan tertutup dalam proses hukum 13 tersangka penyiksaan. Mereka menyampaikan kekhawatiran bahwa kurangnya informasi mengenai perkembangan kasus, seperti nama-nama tersangka, jumlah saksi, dan bukti-bukti yang telah diambil, dapat mengakibatkan impunitas bagi pelaku. LBH Papua juga menyoroti kasus ini dan meminta agar pelaku segera diproses hukum.[footnoteRef:51] [51: Ibid,] 

Negara dan setiap individu memiliki peran masing-masing dalam penerapan Hak Asasi Manusia (HAM). Peran individu berkaitan dengan prinsip keseimbangan, yaitu bahwa HAM tidak hanya mencakup hak atau kebebasan, tetapi juga tanggung jawab atau kewajiban individu. Setiap individu, sebagai subjek HAM, memiliki kewajiban untuk menghormati HAM orang lain, sebagaimana orang lain juga diwajibkan untuk menghormati HAM-nya. Pelanggaran HAM oleh satu individu terhadap individu lain dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.[footnoteRef:52] [52: Yana Sahyana, 2020, “Implementasi Pemenuhan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”, Jurnal Konstituen, Vol, 2, No. 2, Diakses 13 Januari 2025 pada pukul 16:54 ] 


Kehidupan berbangsa dan bernegara seringkali menghadapi ketidakseimbangan dalam penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia. Terkadang, hukum diterapkan namun mengabaikan Hak Asasi Manusia, sementara di sisi lain, Hak Asasi Manusia ditegakkan namun mengesampingkan hukum yang berlaku. Ketika situasi seperti ini terjadi, tidak hanya aparat penegak hukum yang menghadapi kesulitan, tetapi masyarakat juga lebih merasakannya, karena mereka berada dalam sistem hukum tersebut.
Upaya penegakan hukum harus selalu sejalan dengan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Setiap aparat penegak hukum seharusnya memahami dan menyadari tugas serta fungsinya masing-masing. Kondisi ideal seperti ini diharapkan dapat memperbaiki sistem hukum di Indonesia. Salah satu penyebab atau dampak dari lemahnya aparat penegak hukum di Indonesia mungkin disebabkan oleh sistem pendidikan yang tidak mendukung. Sejak tingkat dasar hingga perguruan tinggi, iklim yang terbentuk cenderung mengarah pada budaya korupsi. Agar hukum dapat diterapkan dengan baik, penting untuk mencetak aparat penegak hukum yang memiliki karakter, yang baik dalam ucapan, pikiran, dan tindakan, sehingga dapat membawa perubahan positif bagi sistem hukum Indonesia ke arah yang lebih baik.[footnoteRef:53] [53: Rufaidah, Nanik prasetyoningsih, 2023, “Penegakan Hukum HAM dalam Bingkai Hukum Progresif Berdasarkan Kasus Paniai di Papua”, Media Of Law And Sharia, Vol 4, Issue 2, Diakses tanggal 16 Januari 2025 pada pukul 15:37] 

Proses hukum terhadap pelaku diskriminasi sering kali tidak berjalan sesuai harapan. Banyak kasus rasisme tidak ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum, dan sanksi yang dijatuhkan seringkali tidak mencerminkan beratnya pelanggaran yang dilakukan Ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi yang ada dan praktik di lapangan. Hal itu disampaikan M. Choirul Anam, Komisioner Komnas HAM dalam diskusi daring bertema “Mengatasi Rasisme Terstruktur di Indonesia” yang diselenggarakan oleh Human Rights Working Group, menyatakan bahwa pertanyaan utama adalah apakah negara telah menggunakan seluruh instrumennya untuk menyelidiki dan mencegah rasisme di Indonesia, seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Ia memberikan contoh kasus rasisme terhadap mahasiswa Papua di Surabaya tahun lalu, yang menunjukkan bahwa tidak ada satu pun pelaku, baik dari kalangan tentara maupun sipil, yang terlibat dalam penyerangan asrama mahasiswa Papua yang diproses secara hukum dengan mempertimbangkan aspek rasisme.[footnoteRef:54] [54: Human Rights Working Group, 2020, “Indonesia Tak Serius Atasi Rasisme”, https://www.hrwg.or.id/2020/06/16/indonesia-tak-serius-atasi-rasisme/, Diakses tanggal 16 Januari 2025 pada pukul 00:17] 

4. Langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi rasisme dan mencegah penyiksaan oleh aparat di Indonesia
a. Reformasi Hukum dan Implementasi yang Efektif
Reformasi hukum adalah proses pembaruan sistem hukum yang bertujuan untuk menciptakan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Di Indonesia, reformasi hukum menjadi agenda penting dalam rangka memperbaiki sistem hukum yang sering dianggap tidak efektif, tidak transparan, dan kurang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Reformasi hukum juga harus mencakup pendidikan HAM bagi aparat penegak hukum, pejabat negara, dan masyarakat umum. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen terhadap nilai-nilai Hak Asasi Manusia.[footnoteRef:55] [55: Moh. Mahfud, 2016, “Reformasi Hukum, Reformasi Apa?”, https://law.uii.ac.id/, Diakses 19 Februari 2025 pada pukul 02:38] 

Implementasi Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 dan Pengadilan Hak Asasi Manusia Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 secara menyeluruh dan komprehensif merupakan langkah penting untuk menjamin perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak asasi manusia di Indonesia. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak dasar warga negara, termasuk hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Hal ini diatur dalam Pasal 71 dan 72 UU No. 39 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa pemerintah wajib mengambil langkah-langkah efektif untuk menjamin penghormatan terhadap HAM.
Memastikan aparat penegak hukum memahami dan menerapkan peraturan perundang-undangan tentang HAM dengan benar, diperlukan pendekatan yang komprehensif, mulai dari pelatihan dan pendidikan, penerapan prinsip "legal spirit,"[footnoteRef:56] hingga pengawasan yang ketat. Pendidikan Hak Asasi Manusia juga harus menjadi bagian dari kurikulum pelatihan dasar bagi aparat penegak hukum, sehingga mereka memahami pentingnya penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia sejak awal karier mereka. [56: Baron de Montesquieu Charles de Secondat, 2019, “The Spirit of the Laws”, e-artnow, hlm. 87 ] 

b. Transparansi dan Akuntabilitas Aparat Penegak Hukum
Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip fundamental dalam penegakan hukum yang efektif. Keduanya bertujuan untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum menjalankan tugasnya secara terbuka, bertanggung jawab, dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Di Indonesia, penerapan transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk memperbaiki sistem penegakan hukum yang sering kali menghadapi tantangan, seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan kurangnya kepercayaan publik.[footnoteRef:57] Aparat penegak hukum harus menyediakan informasi yang jelas dan akurat tentang proses hukum kepada masyarakat. Misalnya, publikasi data kasus, status penyelidikan, dan hasil keputusan hukum. [57: Muhammad Sawir, 2022, “Akuntabilitas Organisasi Publik Konseptual dan Praktik”, siti mariwah, Cv Budi Utama, Yogyakarta, hlm. 80] 

Akuntabilitas berarti bahwa aparat penegak hukum bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang mereka ambil:
1) Aparat penegak hukum harus diawasi oleh lembaga internal (seperti inspektorat) dan eksternal (seperti Komnas HAM atau Ombudsman) untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan wewenang.[footnoteRef:58] [58: Upi Fitriyanti, 2020, “Pengawasan Pelayanan Publik”, https://ombudsman.go.id/, Diakses 19 Februari 2025 pada pukul 03:19] 

2) Aparat yang terbukti melanggar hukum atau etika harus diberikan sanksi yang tegas, baik berupa administratif, pidana, maupun pencopotan jabatan.
3) Aparat penegak hukum harus memberikan laporan berkala tentang kinerja mereka kepada publik dan lembaga pengawas.
c. Pendidikan dan Kesadaran Hak Asasi Manusia
		Pendidikan Hak Asasi Manusia adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk membina pengetahuan, kesadaran, dan sikap yang mendukung penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia. Pendidikan ini memberikan informasi dan sosialisasi mengenai hak-hak dasar manusia, serta mendorong masyarakat untuk aktif memperjuangkan hak mereka dan hak orang lain. Mengadakan penyuluhan hukum dan memanfaatkan teknologi digital masyarakat dapat lebih memahami menghormati, dan memperjuangkan hak-hak dasar mereka kesetaraan hak semua warga negara.[footnoteRef:59] Upaya ini tidak hanya akan memperkuat perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia, tetapi juga menciptakan masyarakat yang lebih adil dan inklusif. [59: Declara Puspameta Susilo, Lailatul Fadilah, Rahmad Daroini, 2024, “Implementasi Pendidikan Hak Asasi Manusia Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Dasar” Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar Vol: 1, No 3, Diakses tanggal 13 Januari 2025 pada pukul 16:12] 

d. Penegakan Hukum yang Adil dan Tidak Diskriminatif
		Untuk memastikan bahwa setiap orang diperlakukan setara di hadapan hukum tanpa diskriminasi, dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Penegakan hukum yang adil dan bebas dari diskriminasi merupakan dasar penting untuk tercapainya keadilan sosial serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ketegasan dalam penegakan hukum akan berperan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.[footnoteRef:60] [60: Komnas HAM RI, 2021, “Solidaritas, Modal Utama Penyelesaian Konflik Papua”, https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2021/5/24/1792/solidaritas-modal-utama-penyelesaian-konflik-papua.html , Diakses tanggal 16 Januari 2025 pada pukul 16:13] 

Menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia secara adil dan transparan untuk memberikan keadilan bagi korban.
1) Pemerintah perlu memastikan bahwa Pengadilan Hak Asasi Manusia berfungsi secara independen dan efektif untuk menangani kasus pelanggaran HAM berat. 
2) Proses hukum harus dilakukan secara terbuka, dengan melibatkan masyarakat sipil dan lembaga internasional untuk memastikan keadilan.
3) Pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat harus bekerja sama untuk memastikan bahwa pelanggaran HAM tidak lagi diabaikan, dan pelaku bertanggung jawab atas tindakan mereka. Seperti Pelaku penganiayaan harus dihadapkan pada proses hukum yang sesuai.[footnoteRef:61]  [61: Tempo, 2024, “PGI Desak Pemerintah Investigasi Penganiayaan Warga Papua oleh Anggota TNI”, https://www.tempo.co/politik/pgi-desak-pemerintah-investigasi-penganiayaan-warga-papua-oleh-anggota-tni-74141, Diakses tanggal 13 January 2025 pada pukul 16:00] 

e. Peran Generasi Muda
		Generasi muda merupakan kekuatan utama yang mampu mendorong perubahan positif dalam masyarakat. Melalui pendidikan, partisipasi aktif, dan dukungan dari pemerintah serta masyarakat, mereka bisa menjadi agen perubahan yang menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan negara. Masa depan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan berada di tangan generasi muda.
f. Komitmen Negara
Komitmen negara terhadap Hak Asasi Manusia adalah dasar utama dalam menciptakan masyarakat yang adil, inklusif, dan sejahtera. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi, memenuhi, dan menghormati Hak Asasi Manusia setiap individu, tanpa memandang ras, agama, jenis kelamin, status sosial, atau kewarganegaraan.[footnoteRef:62] Komitmen ini tercermin tidak hanya dalam kebijakan domestik, tetapi juga dalam kepatuhan terhadap hukum dan standar internasional. Menjalankan perjanjian internasional tentang Hak Asasi Manusia yang telah diratifikasi merupakan wujud nyata komitmen negara dalam menghormati dan melindungi hak asasi manusia. Proses ini memerlukan integrasi hukum, kebijakan pendukung, serta pengawasan yang terus-menerus. Dengan melaksanakan kewajiban ini, negara dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil dan inklusif bagi setiap individu. Selain itu, negara yang telah meratifikasi perjanjian internasional wajib menyampaikan laporan berkala kepada badan pengawas internasional mengenai pelaksanaan perjanjian tersebut, seperti laporan kepada Komite Hak Anak atau Komite Hak Asasi Manusia PBB.[footnoteRef:63]  [62: Humas Kemenkumham Gorontalo, 2024, “Kemenkumham Komitmen Jadikan HAM Sebagai Landasan Utama Setiap Kebijakan Hukum Yang Dibuat”, https://gorontalo.kemenkum.go.id/, Diakses 19 Februari 2025 pada pukul 03:38]  [63: United Nations Human Right Office of the high commissioner, “What the treaty bodies do”, https://www.ohchr.org/en Diakses 19 Februari 2025 pada pukul 03:47] 

Dengan adanya perjanjian ini, negara tidak hanya sekadar menjanjikan perlindungan hak asasi, tetapi juga mengambil langkah konkret untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut dihormati dalam praktik sehari-hari. Hal ini mencerminkan keseriusan negara dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh warganya.Proses implementasi perjanjian internasional ini membutuhkan integrasi hukum yang menyeluruh, di mana undang-undang domestik harus diselaraskan dengan standar internasional. Selain itu, diperlukan juga kebijakan yang mendukung untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil sejalan dengan komitmen tersebut. Kebijakan ini dapat mencakup program-program pendidikan, pelatihan bagi aparat penegak hukum, serta pengembangan infrastruktur yang mendukung pelaksanaan hak asasi manusia. Tanpa dukungan hukum yang kuat dan kebijakan yang tepat, akan sulit untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pengawasan yang berkelanjutan juga sangat penting dalam proses ini. Negara harus menerapkan mekanisme pemantauan yang efektif untuk menilai sejauh mana perjanjian internasional diimplementasikan dan mengidentifikasi tantangan yang mungkin dihadapi. Dengan melaksanakan kewajiban ini, negara dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil dan inklusif bagi semua individu. Pengawasan ini tidak hanya harus dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan peran serta masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Negara yang telah meratifikasi perjanjian internasional wajib menyampaikan laporan berkala kepada badan pengawas internasional terkait pelaksanaan perjanjian tersebut. Laporan ini berfungsi sebagai alat evaluasi yang memungkinkan badan internasional untuk menilai kemajuan dan tantangan yang dihadapi oleh negara dalam menerapkan hak asasi manusia. Dengan adanya laporan ini, negara tidak hanya bertanggung jawab kepada masyarakat domestik, tetapi juga kepada komunitas internasional, sehingga mendorong peningkatan standar hak asasi manusia secara global. Dengan demikian, seluruh proses ini berkontribusi pada terciptanya dunia yang lebih berkeadilan dan menghargai martabat setiap individu. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi semua individu di wilayahnya, termasuk warga negara asing, sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam perjanjian internasional.
Pemerintah Indonesia telah mengembangkan berbagai kebijakan untuk melindungi hak asasi manusia, termasuk program-program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan kelompok minoritas lainnya. Pengalaman menunjukkan bahwa jika hak asasi manusia hanya dianggap sebagai hak dasar, pelaksanaannya sangat bergantung pada kesadaran "penguasa" untuk menghormatinya. Akibatnya, pelanggaran terhadap norma-norma hak asasi manusia yang diatur tidak dapat dikenakan sanksi pidana, dan konsep-konsep hak asasi manusia sering kali dipandang sebagai soft law. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengubah hak-hak moral ini menjadi hak-hak hukum yang dijamin oleh undang-undang, yang kemudian penegakannya akan dilakukan oleh otoritas hukum (kekuasaan yudisial).[footnoteRef:64] [64: Hesti armiwulan, 2015, “Diskriminasi Rasial dan Etnis sebagai Persoalan Hukum dan Hak Asasi Manusia”, Jurnal Legalitas, Diakses tanggal 12 Januari 2025 pada pukul 5:02] 

Membangun dialog yang terbuka antara pemerintah dan masyarakat Papua sangat penting. Pemerintah harus mendengarkan aspirasi masyarakat Papua untuk memahami masalah yang mereka hadapi secara lebih mendalam, Proses rekonsiliasi juga harus dilakukan untuk menyembuhkan luka sosial akibat diskriminasi dan kekerasan.[footnoteRef:65] [65: Arman koedoeboena, Muhammad Hafiz Ingsaputro, 2023, “Analisis Hukum Terkait Konflik Rasisme Dengan Kehilangan Nyawa Manusia Di Papua”, Jurnal Hukum Ius Publikum ] 

Implementasi perlindungan hak asasi manusia terhadap rasisme di Indonesia dipahami sebagai kebijakan yang diambil oleh negara untuk mengadopsi hukum internasional ke dalam hukum nasional. Salah satu bentuk implementasi Indonesia dalam mengatasi rasisme terhadap orang Papua adalah melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 yang mengatur penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Undang-undang ini melindungi hak-hak orang Papua serta mencegah diskriminasi yang berbasis ras, etnis, dan warna kulit. Selain itu, Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua juga diterapkan untuk memberikan hak-hak khusus kepada masyarakat Papua dalam aspek pemerintahan, ekonomi, dan sosial.[footnoteRef:66] [66: Philipus Robaha, 2021, “Solusi Rasisme di Papua”, https://laolao-papua.com/2021/07/28/solusi-rasisme-di-papua/#, Diakses tanggal 16 Januari 2025 pada pukul 17:10] 

Penegakan hukum dapat dilakukan melalui jalur hukum sebagai alternatif, namun juga dapat ditempuh melalui jalur politik. Hal ini penting karena pelanggaran HAM tidak hanya dapat dilakukan oleh individu atau kelompok, tetapi juga bisa dilakukan oleh penyelenggara negara..[footnoteRef:67] Upaya hukum sebagai bentuk penegakan hukum terhadap pelaku pelanggaran harus dilakukan, sementara upaya politik berfungsi sebagai bentuk perlawanan terhadap lembaga atau kelompok yang melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM dapat ditempuh melalui jalur hukum dan jalur politik, di mana keduanya memiliki peran penting dalam mewujudkan keadilan. Jalur hukum meliputi penerapan sanksi dan tindakan hukum terhadap individu atau kelompok pelanggar, baik melalui pengadilan maupun lembaga penegak hukum lainnya. Proses ini penting untuk memastikan pelaku pelanggaran HAM diadili secara adil dan untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan. Namun, salah satu tantangan utama adalah ketidakadilan dalam sistem peradilan, di mana sering kali pelaku yang memiliki kekuasaan atau pengaruh dapat menghindari konsekuensi hukum. [67: Loc.cit.] 

Meskipun ada undang-undang yang mengatur tentang penghapusan diskriminasi rasial, banyak masyarakat yang belum memahami hak-hak mereka atau bahkan keberadaan undang-undang tersebut. Penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai peraturan ini masih sangat minim, sehingga implementasinya lemah. Hal ini menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia seperti penghinaan terhadap ras tertentu dianggap sepele oleh masyarakat. Maka penting Edukasi dan kesadaran tentang rasisme adalah langkah penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara. Melalui berbagai upaya edukatif, masyarakat dapat lebih memahami isu ini dan berkontribusi dalam menghapuskan diskriminasi. Dengan demikian, kita dapat membangun lingkungan yang lebih inklusif dan menghormati perbedaan. 
Penting untuk melakukan edukasi dan meningkatkan kesadaran tentang isu-isu rasisme. Edukasi ini bukan hanya bertujuan untuk memberikan informasi, tetapi juga untuk mengubah sikap dan perilaku individu terhadap perbedaan rasial, sehingga mereka dapat memahami bahwa setiap bentuk diskriminasi adalah pelanggaran terhadap martabat manusia.Melalui berbagai upaya edukatif, seperti seminar, lokakarya, dan program pendidikan di sekolah, masyarakat dapat lebih memahami isu rasisme secara mendalam. Edukasi yang efektif harus mencakup sejarah rasisme, dampaknya terhadap individu dan komunitas, serta cara-cara untuk melawan sikap diskriminatif. Pengetahuan ini akan membantu individu mengenali rasisme dalam berbagai bentuknya, termasuk yang mungkin tampak sepele atau tidak berbahaya. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat dapat berkontribusi secara aktif dalam menghapuskan diskriminasi, baik melalui tindakan langsung seperti melawan komentar rasis, maupun melalui dukungan terhadap kebijakan yang mendukung kesetaraan.
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Akhirnya, dengan menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan menghormati perbedaan, kita dapat membangun masyarakat yang lebih adil dan setara. Lingkungan yang inklusif memungkinkan setiap individu, tanpa memandang ras atau latar belakang, untuk merasa diterima dan dihargai. Hal ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan individu, tetapi juga berkontribusi pada kemajuan sosial dan ekonomi secara keseluruhan. Dalam konteks ini, edukasi dan kesadaran tentang rasisme bukan hanya sebuah langkah, tetapi merupakan investasi untuk masa depan yang lebih baik, di mana setiap orang dapat hidup dalam harmoni dan saling menghormati. Membangun masyarakat yang bebas dari rasisme adalah tanggung jawab bersama yang memerlukan kerjasama dari semua lapisan masyarakat.

BAB IV
PENUTUP
A. Simpulan
1. Tantangan dalam Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Rasisme Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen hukum internasional dan mengadopsi kebijakan nasional yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dari diskriminasi rasial, terdapat tantangan signifikan dalam pelaksanaannya. Banyak kasus diskriminasi rasial yang tidak ditangani secara efektif oleh aparat penegak hukum, yang mengakibatkan kesenjangan antara norma hukum yang ada dan praktik di lapangan. Hal ini menciptakan persepsi ketidakadilan di kalangan masyarakat, terutama di kalangan kelompok minoritas yang sering kali menjadi korban diskriminasi sistemik.
2. Pentingnya Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat dalam Mengatasi Rasisme Hasil penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak asasi manusia serta pentingnya toleransi antar ras dan etnis merupakan faktor krusial dalam upaya mengatasi rasisme. Upaya edukatif yang berkelanjutan, termasuk pelatihan bagi aparat penegak hukum dan kampanye kesadaran publik, sangat diperlukan untuk merubah sikap dan perilaku individu terhadap diskriminasi. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu-isu terkait rasisme, diharapkan dapat tercipta lingkungan sosial yang lebih inklusif dan adil, di mana setiap individu dihargai dan diperlakukan setara tanpa memandang latar belakang rasial.

B. 
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C. Saran
1. Peningkatan Penegakan Hukum Pemerintah perlu meningkatkan komitmen politik dan kapasitas penegakan hukum untuk memastikan bahwa undang-undang anti-diskriminasi diterapkan secara efektif. Ini termasuk pelatihan bagi aparat penegak hukum untuk menangani kasus-kasus rasisme dengan lebih sensitif. TNI perlu mengevaluasi dan memperbaiki prosedur operasional untuk mencegah terulangnya insiden serupa di masa depan.
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2. Monitoring dan Evaluasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) harus diberikan lebih banyak wewenang untuk memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan anti-diskriminasi secara berkala, serta melaporkan hasilnya kepada publik untuk meningkatkan akuntabilitas. Pendekatan Non-Kekerasan, diperlukan pendekatan yang lebih humanis dalam penanganan konflik di Papua untuk mengurangi kekerasan dan melindungi hak asasi manusia.
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